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MOTTO

Sesungguhnya kemunduran masyarakat yang kalian saksikan itu, semata-
mata timbul atau akibat dari kebodohan, keterbelakangan, dan kerusakan
pendidikan kaum wanita. Oleh karenanya, perhatikanlah pendidikan anak-
anak wanita, didiklah mereka yang benar, maka kalian akan meraih pahala

semua amal kebaikan.”

" Musthafa Al-Ghalayin. Terjemahan IZHATUN NASYI'IN, Al-Hidayah, Surabaya. HIm 280.
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RINGKASAN

Berbagai macam jenis kejahatan dan kekerasan acap kali melibatkan,
bahkan menjadikan kaum wanita sebagai objek dalam menjalankan aksi
kejahatan tersebut. Pada dasarnya terdapat beberapa peraturan perundang-
undangan tertulis yang mengatur tentang kejahatan yang melibatkan wanita
maupun anak, namun kemungkinan akan terjadinya kesalahan dalam
menerapkan peraturan tertulis pada suatu peristiwa tidak dapat terhindarkan.
Terkait hal itu, penulis tertarik untuk menganalisis apakah penjatuhan Pasal
296 yang dicantumkan dalam surat dakwaan telah sesuai dengan perbuatan
terdakwa, serta apakah telah sesuai pertimbangan hakim yang menjatuhkan
Pasal 296 KUHP pada Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg terhadap

fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Tujuan penelitian skripsi ini yakni untuk menganalisis kesesuaian antara
Pasal 296 KUHP dalam dakwaan penuntut umum dengan perbuatan para
terdakwa, dan yang kedua adalah untuk menganalisis ketepatan pertimbangan
hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor:
140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis
normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta
pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber

bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan ketidak tepatan penerapan Pasal
296 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang disusun oleh penuntut
umum terhadap perbuatan para terdakwa. Dalam fakta hukum yang terungkap
menjelaskan, para terdakwa menjalankan usaha miliknya dengan didahului
proses perekrutan, penampungan, penjeratan utang, pemberian bayaran dengan
bagian sangat kecil dari upah yang seharusnya didapatkannya, serta dengan
adanya perbuatan memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang untuk

mendapatkan keuntungan materiil, yang dalam hal ini patut dipandang sebagai

xii
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terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam
penelitian ini, penulis juga menemukan ketidak sesuaian penjatuhan putusan
hakim atas fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pada pertimbangan
hakim yang menyatakan perbuatan para terdakwa terbukti secara sah “dengan
sengaja memudahkan cabul orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian
atau kebiasaan”, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dalam
persidangan. Hakim dalam hal ini tidak menerapkan Asas lex specialis derogat

legi generali.

Saran dari penulisan skripsi ini ialah penuntut umum seyogianya cermat
dalam menafsirkan setiap detail fakta hukum yang ada sebagaimana tercantum
dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP. Pada hakim, seyogianya membuat
pertimbangan didasarkan pada legal yuridis yang ada dengan menggali,
mengukuti, serta memahami setiap nilai-nilai hukum yang ada sebagaimana
tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman.

xiii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....ccoiiiiiiieiie et [
HALAMAN SAMPUL DALAM ..ottt I
HALAMAN MOTTO .ottt iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ...t iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR ....coviiiectcteeese e Vv
HALAMAN PERSETUJUAN ...t Vi
HALAMAN PENGESAHAN .....ooiiiiiietee e vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIAPENGUI .......ccccooiieec viil
HALAMAN PERNYATAAN ...ttt iX
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH ... X
HALAMAN RINGKASAN ..ottt Xii
DAFTAR ISH oottt e s rae e nne e Xiv
DAFTAR LAMPIRAN ..o Xvii
BAB | PENDAHULUAN ..ottt 1
BAB 1 PENDAHULUAN ..ottt 1
1.1 Latar BelaKang ......cceccveoviiiiee et 1
1.2 RUMUSAN MASIAN ....c.veiiiiiiieice e 6
1.3 Tujuan Penelitian .........ccooiiiiiiieeec e 7
1.4 Metode PeNelItIan. ........ccveiieie e 7
141 Tipe PENEILIAN......cccui et s 8

1.4.2 Pendekatan Masalah ... 8

1.4.3 Sumber Bahan HUKUM ..........ccooviiiiiiein e 9
1.4.3.1 Bahan HUKUM PHIMEr.......cccccoeiieiieiieie e 9

1.4.3.2 Bahan Hukum SeKUNAEr .........ccooiiiriieieiieneee e 10

1.4.4 Analisa Bahan HUKUM ..., 10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ...ttt 12

2.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Unsur-Unsur Tindak Pidana
Perdagangan OranQ ........c.ceieeierieneee et neeas 12


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.........c.ccceceevuvseennnn 12
2.1.2  Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang ...........ccccceeeennen. 14
2.2 Pasal-Pasal Yang Didakwakan Dalam Putusan Nomor:
140/Pid.SUS/2018/PN.KWG ....covviviiinieieiiesieisie e 15
2.2.1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang

Q. PASAL 2. s 15
D. PaSAL 10 ....ceiiiiiiiiieieiee s 15
Cc. Pasghll.. . BV ... & . SN 16
. PaSAl 13 . 16

2.2.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

........................................................................................................ 16
AMEESAl8s ... ... R R s 16

[RRasal 76Y...... 8. L AN ...........[. 16

2.2.3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ...........c.ccccevennnn. 17

B S R e, T ....................]. S 17

b. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 .....ccccoveiiiiiiiee e 17

2.3 SUFat DAKWAAN ......ocueeieieiieie ettt see e e e e e 17
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan...............cooviiiiiinenc i, 18

2.3.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan .............ccccceeevieiieciic s 18

2.3.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan ............ccccceveiieneninneeienienneens 19

2.4 FaKta Persidangan ..........cooeiiiiiiiieieie sttt 22
2.5 PEMBDUKLIAN. .......iiiiiiic ettt sae e nreeee e 23
2.5.1 Pengertian Pembuktian ...........cccccooviiiiiiiiiii e, 24

2.5.2 Teori Pembuktian.........cccooiiiiiiiiiii e 25

2.5.3 Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP.............cccoenneen. 27

2.6 Pertimbangan HaKim..........ccoooeiioiiiieseece e 30
2.6.1 Pertimbangan YUridiS ........ccooveiirieiiiiiinie e 30


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.6.2 Pertimbangan NON-YUIAIS........ccccoviiiiiiiiieiee e, 30
BAB 3 PEMBAHASAN ..o 25

3.1 Kesesuaian Antara Pasal 296 KUHP Dalam Dakwaan Penuntut Umum
Dengan Perbuatan Para TerdakWa ............cccooveveeieiieiienecic e 34

3.2 Ketepatan ~ Pertimbangan Hakim Dalam  Putusan Nomor:
140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg Dengan Fakta Yang Terungkap Di Dalam

PEISIAANGAN ....ccvieee bbb 72

BAB 4 PENUTUP ..ottt s 81
4.1 KESIMPUIAN ..ot re e 81
4.2 Sardll.......... SN Nl A SR W AN 81

DAFTAR PUSTAKA

XVi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg

XVii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini di berbagai persoalan masyarakat Indonesia, kedudukan wanita
menjadi hal yang semakin memprihatinkan. Berbagai macam jenis kejahatan
dan kekerasan acap kali melibatkan, bahkan menjadikan kaum wanita sebagai
objek dalam menjalankan aksi kejahatan tersebut. Wanita yang dianggap
sebagai kaum lemah sering kali juga dijadikan sebagai korban atas suatu tindak
kejahatan, salah satunya dalam hal kejahatan terhadap kesusilaan.t

Membahas mengenai kejahatan kesusilaan, khususnya pada perempuan
dan anak, sejatinya tidak dapat terlepas dari awal sejarah terjadinya perbudakan
yang melanda dunia ribuan tahun yang lalu, yaitu pada zaman Romawi.? Semua
berawal atas penaklukkan oleh kelompok yang paling kuat atas kekuasaan
kepada kelompok lemah dibawahnya. Seringkali hal tersebut juga
dihubungkan dengan dunia peperangan dan penaklukan suatu negeri. Kekuatan
atas kekuasaan ekonomi dan politik menjadi sumber dan peluang yang paling
ampuh dalam menggapai dunia perbudakan, serta menjadikan semakin
berkembangnya perbudakan di seluruh penjuru dunia.

Sama halnya dengan yang terjadi pada masa perbudakan, dimana
Indonesia menjadi salah satu negara objek berkembangnya perbudakan di
dunia, yang secara berkelanjutan menjadikan dan memposisikan kedudukan
wanita sebagai budak. Perbudakan terhadap wanita inilah yang kemudian
secara tidak langsung menjadikan dasar banyaknya kejahatan terhadap kaum
wanita pada masa kini, terlebih dalam hal kejahatan kesusilaan. Kejahatan

kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, yaitu

1 M. Taufig Widyanto, “Jurnal Perlindungan Hak perempuan Korban Perbuatan Asusila

Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana ” (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), him 1.

2 Apridar, Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep, dan Permasalahan dalam

Aplikasinya (Jakarta: Unimal Press, 2007), him 68.
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norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku umum dan bersumber
dari hati nurani manusia.® Perbuatan asusila yang dilakukan terhadap kaum
wanita antara lain berupa pelecehan seksual baik verbal ataupun non verbal,
pencabulan, perzinaan, perkosaan, hingga prostitusi.

Pada dasarnya di Indonesia sudah mengatur tentang perbuatan asusila
terhadap kaum wanita, salah satunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Kejahatan terhadap asusila diatur dalam KUHP di Buku I
BAB ke-XIV Pasal 281-291, dimana dibagi menjadi:

a. Prostitusi, meliputi Pasal 282-283 KUHP;

b. Perkosaan, meliputi Pasal 285-288 KUHP;

c. Perbuatan cabul, meliputi Pasal 289-296 KUHP;

d. Perdagangan wanita (pelacuran) dalam Pasal 297 KUHP; dan
e. Aborsi atau menggugurkan kandungan dalam Pasal 299 KUHP.

Dalam Pasal 296 KUHP misalnya, membahas tentang perbuatan cabul dengan
mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Perbuatan
cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesusilaan, yang secara
keseluruhan ada dalam lingkup nafsu birahi kelamin, seperti: cium-ciuman,
meraba-raba buah dada, vagina, pantat dan lain sebagainya.* Beberapa kasus
kesusilaan yang ada di Indonesia seringkali menerapkan Pasal 296 KUHP ini,
pasal ini ditujukan untuk menjerat germo atau mucikari, yaitu sebutan untuk
orang yang memfasilitasi perbuatan cabul. Keberadaan Pasal 296 KUHP ini
dirasa sangat berguna dalam memberantas orang-orang yang mengadakan
rumah bordil atau tempat pelacuran (prostitusi), namun demikian, dalam
menjatuhkan pemidanaan terhadap kasus prostitusi juga harus tetap

memperhatikan hal-hal lain yang memang berkaitan erat pada setiap kasusnya.

Pada proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dengan acara
pemeriksaan biasa seperti yang diatur dalam Bab XVI Bagian Ketiga Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP),

3 M. Taufig Widyanto. Op.Cit. him 6.
4 Ibid, him 8.
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dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang, yaitu
dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, kemudian
pembuktian dan alat bukti yang digunakan, hingga selanjutnya masuk pada
tahap penuntutan (requisitoir). Penuntutan sendiri sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 butir 7 KUHAP, yaitu tindakan penuntut umum dalam melimpahkan
perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang yang dalam hal dan
menurut cara diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya
diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan yang
berhakikat sebagai kesimpulan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,
haruslah disusun dengan sedemikian rupa, dan dengan memperhatikan unsur-
unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sehubungan dengan
itu, meski dalam merumuskan surat dakwaan penuntut umum diberi kebebasan
dalam menyusun bentuk dakwaan, penuntut umum juga dituntut untuk cermat
dalam menerapkan peraturan yang ada atas setiap perkara yang ditanganinya.

Membahas mengenai penuntutan dengan memperhatikan dakwaan
penuntut umum, penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri
Karawang Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg. Putusan tersebut membahas
tentang Prostitusi dalam Usaha Jasa SPA, dimana dijelaskan terdakwa KA
sebagai terdakwa | dan terdakwa AA sebagai terdakwa Il adalah pemilik dari
D’crown SPA yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 28 Kelurahan
Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, yang
didirikan sejak Januari 2014. Para terdakwa bertugas memutuskan diterima
tidaknya seseorang yang melamar pekerjaan di D’crown SPA, serta bertugas
menentukan dan memutuskan segala hal yang terkait dengan seluruh
operasional perusahaan D’crown SPA. D’crown SPA menyediakan 2 (dua)
macam paket pijat, yaitu Paket Biasa atau Pure Massage yang bertarif Rp.
130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan waktu 60 menit, dan Paket
Full Service yang bertarif Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan
ditambah dengan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan
waktu 60 menit. Dalam paket biasa terdapat beberapa nama jenis pijatan yang

digunakan sebagai pembeda fasilitas pijat yang ada, antara lain adalah shiatsu
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(pijatan dengan menginjak-injak tubuh bagian belakang tamu, dengan posisi
terapis memegang besi yang berada di dalam room SPA); pijat tradisional
(pijatan dengan menggunakan minyak/pelumas yang diberikan dari ujung kaki
hingga punggung); body massage (pijatan dengan memijat bagian punggung
dan bagian dada dengan menggunakan kedua payudara terapis yang
sebelumnya telah dibaluri dengan body lotion); dan hand job (pijatan dengan
memijat alat kelamin tamu laki-laki dengan cara mengocok menggunakan
tangan terapis yang telah dibaluri dengan minyak atau lotion, sampai alat vital
tersebut mengeluarkan sperma). Pada paket full service, berisikan fasilitas pijat
paket biasa atau pure massage dengan ditambah berhubungan badan antara
terapis dengan tamu laki-laki.

Putusan Pengadilan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tersebut juga
menjelaskan perekrutan calon-calon terapis/pemijat D’crown SPA, yakni
dilakukan melalui agensi yang disediakan oleh pihak D’crown SPA sendiri
untuk mencari siapa-siapa yang berminat bekerja sebagai terapis, dan ada juga
calon terapis yang datang langsung ke D’crown SPA untuk melamar pekerjaan
sebagai terapis. Kepada para calon terapis yang sudah diterima, kemudian akan
ditampung dan di training terlebih dahulu selama = 1 (satu) minggu di
rumah/mess yang disediakan langsung oleh D’crown SPA. Para terapis juga
dikenai beberapa ketentuan yang antara lain diberlakukannya pemotongan gaji
tiap bulannya untuk biaya mess atau tempat tinggalnya, listrik dan air mess,
gaji OB yang melayani makan para terapis, jemputan mobil yang telah
disediakan oleh D’crown SPA. Pada sistem pembayaran penggunaan jasa pijat
di D’crown SPA, dapat dilakukan secara tunai ataupun melalui mesin EDC
(Electronic Data Capture) yang beratas namakan para terdakwa KA dan AAS,
dilakukan langsung pada pihak kasir dari D’crown SPA sendiri, terkecuali pada
jasa full service yang diberikan langsung pada para terapisnya.

Dakwaan dalam Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg berbentuk

alternatif dengan mencantumkan beberapa pasal yang disusun: Kesatu: Primair

5> Lampiran Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg, him 9.
& Lampiran Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg, him 13.
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dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPQO), Subsidair Pasal
10 UU PTPPO, Lebih Subsidair Pasal 11 UU PTPPO, Lebih Lebih Subsidair
Pasal 13 UU PTPPO atau_Kedua: Pasal 88 Jo. 76 | Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-
Undang (selanjutnya disebut UU PA) atau Ketiga: Pasal 296 KUHP Jo. Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim dalam Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg menjatuhkan
pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada para terdakwa | KA dan terdakwa
Il AA. Perbuatan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memudahkan cabul orang lain, dan
menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”. Hal ini sesuai dengan
tuntutan penuntut umum yaitu dengan mengenakan Pasal 296 KUHP Jo. Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan pada Putusan PN Karawang Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg
yang berbentuk alternatif harus memenuhi syarat-syarat yang ada pada surat
dakwaan, yakni syarat formil yang terdiri dari tanggal dan tanda tangan
penuntut umum, serta identitas terdakwa, dan syarat materiil yang terdiri dari
uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,
serta menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.” Membahas
mengenai isi dakwaan pada putusan tersebut, penulis tertarik untuk
menganalisis penjatuhan pasal yang dicantumkan dalam surat dakwaan telah
sesuai tidaknya dengan perbuatan terdakwa. Hakikat dari surat dakwaan
merupakan dasar dalam pemeriksaan hakim, yang bertitik tolak dan diarahkan
kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat

dakwaan.® Penuntut umum dalam Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg

"Yahya Harahap, M. (2015). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Edisi
Kedua. Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika. him 391.
8 1bid. him 390.
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mencantumkan Pasal 296 KUHP, yang menurut pandangan penulis atas
perbuatan para terdakwa dengan didahului proses perekrutan, penampungan,
pemindahan. Penjeratan utang, memberi bayaran, dan dengan tujuan
eksploitasi, termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Pada Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tersebut, penulis juga
tertarik menganalisis pertimbangan hakim yang menjatuhkan Pasal 296 KUHP
kepada para terdakwa. Dalam pengertian putusan sebagaimana tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 50 Ayat (1), menyebutkan bahwa “Putusan pengadilan selain harus
memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis
yang dijadikan dasar untuk mengadili.”® Dalam dasar putusan, dimana hakim
berperan penting dalam penyusunannya, dituntut untuk berlaku cermat dalam
memperhatikan pasal-pasal yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta
persidangan. Hakim juga dituntut mampu memperhatikan ketentuan-
ketentuan, asas-asas, maupun teori-teori yang bersangkutan atas suatu perkara
yang ada. Sehubungan dengan perkara dalam Putusan dengan Nomor:
140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg tersebut, berlaku asas lex spesialis derogat legi
generalis seperti yang tercantum dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP, dimana jika
suatu tindakan termasuk dalam suatu ketentuan umum, tapi juga termasuk
dalam ketentuan khusus, maka kemudian hanya yang khususlah yang
diterapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan menganalisis
apakah Pasal 296 KUHP dalam dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan
perbuatan terdakwa, dan apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan
fakta-fakta persidangan, melalui analisa dan sebuah penelitian yang penulis
buat dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP

® Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
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PROSTITUSI DALAM USAHA JASA SPA (PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KARAWANG NOMOR: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg)”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas,
permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah Pasal 296 KUHP dalam dakwaan penuntut umum sudah sesuai
dengan perbuatan para terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor:
140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara Pasal 296 KUHP dalam dakwaan
penuntut umum dengan perbuatan para terdakwa.

2. Untuk menganalisis ketepatan pertimbangan hakim dalam Putusan
Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg dengan
fakta yang terungkap di dalam persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Dalam hal pemikiran yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah,
sejatinya tidak akan terlepas dari suatu metode penelitian. Menggunakan
metode dalam hal penelitian adalah ciri khas dari ilmu pengetahuan guna
mendapatkan suatu kebenaran dalam hukum. Metode penelitian diharap
mampu berperan dalam pembuatan karya ilmiah khususnya dalam hal
mengkaji objek untuk dapat dianalisis dengan benar, yang kemudian agar atas
kajian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode sendiri
memiliki pengertian cara bagaimana memperoleh atau menemukan hasil atau
pun menjalankan suatu kegiatan untuk dapat menghasilkan hasil yang konkrit.
Sementara itu, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam

mengembangkan teknologi maupun ilmu pengetahuan. Dilakukan untuk
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mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi

mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.®

1.4.1 Tipe Penelitian
Dalam hal tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis
normatif, dimana penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan
sistem norma, yaitu mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, dan juga doktrin. Dalam penelitian
ini penulis juga menganalisis perkara pada Putusan Pengadilan Negeri
Karawang Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam hal penelitian hukum, pendekatan masalah dilakukan untuk
mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba
untuk dicari jawabannya. Dan dalam hal ini terdapat beberapa macam
pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum, antara lain adalah
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case
approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).tt
Dimana pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-
kasus yang memiliki kaitan atau berhubungan dengan isu yang dihadapi dan
yang telah menjadi putusan pengadilan yang mana telah memiliki kekuatan
tetap. Pendekatan historis yaitu dilakukan dengan menelaah latar belakang apa
saja yang dipelajari dan terhadap perkembangan pengaturan mengenai isu yang
dihadapi. Dimana terhadap pendekatan historis dilakukan atas dasar peneliti
ingin mengungkap filosofis serta pola pikir yang melahirkan sesuatu yang
sedang dipelajari. Sementara itu, mengenai pendekatan lain yaitu komparatif,

dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan

10 Dyah Ochtorina S. & A’an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta,
Sinar Grafika, him 1.

11 peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum ( edisi revisi cetakan ke 12 ), Jakarta,
Kencana, him 133.
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undang-undang dari satu atau lebih negara lain yang berisikan tentang hal yang
sama.

Penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan
perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer
dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan beserta
dengan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang sedang
ditangani. Dengan digunakannya pendekatan perundang-undangan, ditujukan
untuk dapat mempelajari mengenai ada tidaknya konsistensi dan kesesuaian
antara peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang penulis
bahas, yang kemudian diharap dapat menghasilkan suatu argumen untuk

memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan, serta doktrin-
doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga mampu menemukan
ide-ide yang melahirkan berbagai macam pengertian hukum, konsep, dan asas-
asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.'?> Pendekatan konseptual
dalam penelitian ini menggunakan doktrin judicis est judicare secundum
allegata et probata, yaitu hakim harus memutus suatu perkara dengan didasari
pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan, serta ajaran-

ajaran tentang kesalahan.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum disini merupakan sarana dari suatu penulisan yang dimana
digunakan untuk dapat memecahkan isu atau permasalahan yang ada, sekaligus
memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diperlukan sumber-
sumber penelitian. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul
“Penelitian Hukum” menjelaskan bahwa disamping sumber-sumber penelitian

dengan menggunakan bahan-bahan hukum, pun juga dapat menggunakan

12 1bid, him 135-136.
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bahan-bahan non hukum jika dipandang perlu.t®* Kemudian, untuk sumber

bahan hukum penulis membaginya dalam bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,

dimana ia memiliki otoritas. Bahan hukum primer antara lain terdiri dari

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau pun risalah dalam pembuatan

perundang-undangan, serta putusan hakim.!* Berkaitan dengan itu, yang

termasuk bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum
Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-
Undang

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor
140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg yang telah berkekuatan hukum tetap.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari seluruh

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan suatu dokumen resmi.

Publikasi tersebut antara lain meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, literatur

ilmiah, pun juga kamus hukum. Dalam penulisan skripsi ini, penulis

13 1bid, him 183.
1% 1bid, him181.
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menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal,
dan bahan hukum sekunder lain yang berkaitan dengan permasalahan yang

dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum
Dalam hal analisis bahan hukum, penulis menggunakan analisa deduktif,
yaitu dengan melihat sutau permasalahan yang ada secara umum terlebih
dahulu hingga kemudian sampai pada hal-hal bersifat khusus untuk mencapai
maksud yang sebenarnya. Sementara langkah yang selanjutnya digunakan,
antara lain :

1. Melakukan identifikasi atas fakta-fakta hukum yang ada dan
mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk dapat menetapkan
isu hukum yang hendak dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan-bahan baik hukum maupun non hukum yang
memang dirasa memiliki relevansi terhadap isu yang hadapi;

3. Melakukan telaah terhadap isu-isu hukum yang diajukan dengan
didasarkan pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi sebagai jawaban
atas permasalahan yang ditemukan;

5. Memberikan preskripsi dengan didasarkan pada argumentasi yang

telah dibagun di dalam kesimpulan.®®

15 1bid, him 213.
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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perdagangan Orang

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

KUHP tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana, namun
beberapa ahli hukum seperti Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak
pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan berlaku bagi siapa
saja yang melanggar larangan tersebut.’® Penggunaan istilah tindak pidana
sendiri berasal dari Bahasa Belanda yaitu Strafbaarfeit. Straf berarti hukuman
atau pidana, baar berarti dapat, dan feit adalah fakta atau perbuatan, sehingga
dalam hal istilah dapat diartikan perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan
yang dapat dihukum.!” Di Indonesia sendiri penggunaan istilah tindak pidana
telah dilakukan di berbagai undang-undang, salah satunya tercantum dalam UU
PTPPO yang membahas tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Istilah perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000,
dimana Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menggunakan
protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan atas
manusia, khususnya kaum perempuan dan anak, yang kemudian terkenal
dengan sebutan “Protocol Palermo”.'® Pengertian Perdagangan Orang seperti
yang tercantum dalam UU PTPPO mencerminkan pengertian Trafficking in
Persons yang diatur dalam UN Protocol To Prevent, Suppress And Punish
Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime®® yang

16 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta,
Jakarta, 2008, him 59.

17 Ruba’i, M. (2014). Buku Ajar Hukum Pidana, him 78.

18 Paul SinlaEloE, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Malang : Setara Press, 2017), him 1.

19 Indonesia sudah meratifikasi Protokol PBB untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum
Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak pada tanggal 5 Februari 2009 melalui
Undang-Undang No.5/2009

12
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sudah diakui pun diterima masyarakat internasional. Ketentuan Pasal 3(a)
Protokol tersebut menyatakan bahwa:?°

“Trafficking in Persons” berarti pengerahan,
pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau
penerimaan orang dengan menggunakan berbagai
ancaman atau paksaan atau bentuk- bentuk lain dari
kekerasan,  penculikan,  penipuan,  muslihat,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau
pemberian atau penerimaan pembayaran atau
keuntungan untuk mendapatkan ijin dari orang yang
memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan
eksploitasi. Eksploitasi minimal berbentuk eksploitasi
prostitusi pada orang lain atau bentuk-bentuk lain dari
eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa,
perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan
perbudakan, kerja paksa atau pengambilan organ
tubuh”.

Istilah “perdagangan orang” kemudian menjadi baku dan diatur dalam
UU PTPPO, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU PTPPO: %

(1) Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan,
pengangkutan, pengiriman, penampungan,
penerimaan, atau pemindahan seseorang dengan
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penyekapan, penyulikan, penipuan, pemalsuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
penjeratan utang atau memberi bayaran atau
manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain
tersebut, baik dilakukan di dalam negeri pun
juga antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau
mengakibatkan orang tereksploitasi.

(7) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa
persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak
terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan
paksa, perbudakan atau praktik serupa
perbudakan, pemerasan, penindakan,
pemanfaatan seksual, fisik, organ reproduksi,
atau secara melawan hukum memindahkan atau

20 Anonim, Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan dalam Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang, Edisi revisi dilengkapi dengan pembahasan UU No 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Perundang-undangan
yang Melengkapinya, International Organization for Migration, Jakarta, him 2.

21 1hid.
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mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
atau memanfaatkan tenaga ataupun kemampuan
seseorang oleh pihak lain untuk tujuan
mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
immateriil.

(8) Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk
pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ
tubuh lain dari korban untuk tujuan
mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak
terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan
percabulan.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat
pada Pasal 2 Ayat (1) UU PTPPO, yang terbagi menjadi:?2

a)

b)

d)

Unsur Pelaku yaitu orang perseorangan, korporasi, kelompok
terorganisasi dan penyelenggara negara;

Unsur Proses/Tindakan. Memuat tentang urutan pelaksanaan atau
kejadian yang terjadi secara alami, atau didesain meliputi
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan, atau penerimaan seseorang;

Unsur Cara/Modus, Yyaitu sebagai bentuk dari perbuatan atau
tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya
kejahatan perdagangan orang, yang antara lain terdiri dari adanya
acaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyekapan,
penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat
walaupun oleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
orang lain; dan

Unsur Tujuan/Akibat, yaitu sesuatu hal yang nantinya akan terjadi
atau tercapai atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku
tindak pidana perdagangan orang sendiri, yang meliputi eksploitasi

orang atau tereksploitasinya seseorang sebagaimana diatur dalam

22 paul SinlaEloE, Op.Cit. him 4-5.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

15

Pasal 1 Angka 1, Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 2 Ayat (2) Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2.2 Pasal-Pasal Yang Didakwakan Dalam Putusan Nomor:
140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg
Pada perkara dengan Putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg, dalam
dakwaan yang disusun secara alternatif mencantumkan beberapa pasal,
diantaranya Pasal 2 UU PTPPO, Pasal 10 UU PTPPO, Pasal 11 UU PTPPO,
Pasal 13 UU PTPPO, Pasal 88 Jo. Pasal 76 1 UU PA, serta Pasal 296 Jo. Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2.2.1 UU PTPPO

Undang-undang tentang perdagangan orang sebagaimana disahkan pada
tanggal 19 April 2007, ditujukan untuk menjerat praktik-praktik perdagangan
orang baik dalam bentuk prostitusi, perdagangan organ tubuh yang dilakukan
oleh perorangan, maupun kelompok. Undang-undang ini merupakan produk
hukum yang dianggap komprehensif, karena selain mengatur tentang
pemidanaan terhadap pelaku kejahatannya, juga mengatur tentang pemberian
bantuan kepada korban perdagangan orang secara menyeluruh, dan peran serta
masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan serta penangan kasusnya. Dalam
dakwaan alternatif penuntut umum, mencantumkan beberapa pasal UU
PTPPO, antara lain:

a. Pasal 2

Pasal 2 UU PTPPO menyebutkan: “Setiap orang yang melakukan
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara

Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
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tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

b. Pasal 10

Pasal 10 UU PTPPO menyebutkan: “Setiap orang yang membantu atau
melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang,
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

c. Pasal 11

Pasal 11 UU PTPPO menyebutkan: “Setiap orang yang merencanakan atau
melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan
orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

d. Pasal 13

Pasal 13 UU PTPPO menyebutkan: “Tindak pidana perdagangan orang
dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan
oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau
untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun
hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri

maupun bersama-sama.”

2.2.2 UU PA

Pembentukan undang-undang ini ditujukan untuk menjamin pemenuhan
atas kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi anak
sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam praktiknya,
undang-undang ini seringkali digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan
terhadap anak. Salah satu kejahatan di Indonesia yang sering melibatkan anak
sebagai korban ialah kejahatan seksual. Dalam dakwaan pada putusan Nomor:
140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg, mencantumkan pasal UU PA, yakni:

a. Pasal 88
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Pasal 88 UU PA menyebutkan: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).”

b. Pasal 76 |

Pasal 76 I UU PA menyebutkan: “Setiap Orang dilarang menempatkan,
membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

2.2.3 KUHP

KUHP adalah kitab undang-undang yang dijadikan sebagai dasar hukum
pidana di Indonesia, yang digunakan untuk memberantas tindakan melawan
hukum. KUHP membagi tindak melawan hukum dalam dua aturan hukum,
yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil
mengatur tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana, berserta dengan sanksi
pidananya. Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana
materiil. Dalam dakwaan pada putusan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg,
mencantumkan:

a. Pasal 296

Pasal 296 KUHP menyebutkan: “Barang siapa dengan sengaja
menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan
menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana
penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak
lima belas ribu rupiah.”

b. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 ini menyebutkan: “Dipidana sebagai pelaku
tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang

turut serta melakukan perbuatan.”

2.3 Surat Dakwaan
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Pasal 1 Ayat (6) huruf b menjelaskan, penunut umum adalah ia yang diberi
kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan
putusan atau penetapan pengadilan. Penuntutan ialah tahapan proses yang
dilakukan atas suatu tindak pidana dengan melanjutkan dan menyelesaikan
tahap pemeriksaan penyidikan untuk selanjutnya naik ke tahap pemeriksaan di
sidang pengadilan. Dalam hal melanjutkan perkara hingga naik pada sidang
pengadilan, penuntut umum lebih dulu mempelajari berkas yang telah
sebelumnya dilimpahkan padanya. Jika penuntut umum sudah merasa cukup
sempurna untuk kemudian dilanjutkan pada tahap selanjutnya, kemudian ia
mempersiapkan apa yang menjadi tugas pokoknya yaitu membuat surat

dakwaan.

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Dalam praktik penegakan hukum, surat dakwaan didefinisikan sebagai
surat atau akta yang memuat tentang seluruh rumusan tindak pidana yang
didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik hasil dari
pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim
dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.?® Rumusan pengertian surat
dakwaan tersebut telah disesuaikan dengan jiwa dan ketentuan yang ada dalam
KUHAP, yang kemudian dibakukan oleh KUHAP. Kata ‘didakwakan’
menggantikan istilah  ‘ditudubkan’, istilah ‘pemeriksaan penyidikan’
menggantikan istilah ‘pemeriksaan permulaan’ yang disebut dalam HIR atau
Herzien Inlandsch Reglement sebagai hukum acara dalam persidangan perkara

perdata maupun pidana.?*

2.3.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan
Dalam menyusun surat dakwaan, terdapat syarat-syarat yang harus
dipenuhi penuntut umum demi sempurnanya surat dakwaan. Syarat-syarat

tersebut dibagi menjadi syarat formil dan materiil, yang berkaitan dengan

23 Yahya Harahap, M. (2015). Op.Cit. him 387.
24 | bid.
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identitas tersangka, dan uraian yang berisikan tentang perkara pidana yang ada.
Hal ini tercantum dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, dimana:?®
1. Syarat Formil memuat:

a) Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh
penuntut umum selaku pejabat yang berwenang membuat
surat dakwaan,

b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan
tersangka.

2. Syarat Materiil memuat:

a) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana
yang didakwakan, dan

b) Menyebutkan waktu (tempus delicti) dan tempat (locus
delicti) tindak pidana tersebut dilakukan.

Selain syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 143 diatas, menurut
peraturan lama dan kebiasaan, perlu pula disebutkan hal-hal dan keadaan-
keadaan yang ada pada delik khususnya menyangkut tentang hal-hal yang
dapat meringankan ataupun memberatkan. Meski demikian, jika hal-hal
tersebut tidak dicantumkan dalam surat dakwaan pun tidak menjadikan
batalnya dakwaan, berbeda hal jika waktu dan tempat terjadinya deliklah yang
tidak disertakan dapat menjadikan batalnya dakwaan (Pasal 143 Ayat (3).

2.3.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan
Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan titik tolak pemeriksaan
perkara di persidangan, yang harus dilengkapi dengan syarat-syarat seperti
yang sudah tercantum dalam Pasal 143 KUHAP. Dalam praktiknya, perumusan
surat dakwaan tidak semudah yang dibayangkan, belum lagi jika penuntut
umum dihadapkan dengan perkara yang rumit. Dalam membuat surat dakwaan

penuntut umum dituntut untuk memiliki kecermatan dan keterampilan teknis

% 1bid, him 391.
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dalam menyusun rumusan dan bentuk dari surat dakwaan. M. Yahya Harahap

telah membagi bentuk-bentuk surat dakwaan menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Surat Dakwaan Biasa

Dalam pengertiannya, surat dakwaan biasa merupakan surat
dakwaan yang disusun dalam rumusan “tunggal”, yang hanya
berisikan satu dakwaan saja. Dakwaan tunggal ini umumnya
dijumpai dalam tindak pidana yang jelas baik pelakunya, pun juga
perbuatan yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana.
Pembuktian pada surat dakwaan tunggal, dilakukan sesuai dengan
prinsip pembuktian, dimana setiap unsur konstitutif tindak pidana
yang didakwakan harus dibuktikan satu per satu. Pada umumnya
penyusunan surat dakwaan berbentuk biasa dan tunggal ini tidak
menimbulkan kesulitan, dan jarang terjadi kelalaian perumusan
syarat formil dan materiil surat dakwaan.?®
Surat Dakwaan Alternatif
Dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang disusun antara
dakwaan satu dengan yang lain saling “mengecualikan”. Antara isi
rumusan dakwaan yang satu dengan lainnya bersifat: 2/
a) Saling mengecualikan, dan
b) Memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan dalam
menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk
diberikan  pertanggungjawabannya kepada terdakwa

sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Van Bemmelen , dakwaan berbentuk alternatif dibuat
dalam 2 (dua) hal, antara lain:?8

a) Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana,

dimana apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti

2 1bid, him 398.
27 1bid, him 399-400.
28 Andi, H. (2016). Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.

Hlm 185.
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nantinya di persidangan atas suatu perbuatan apakah
merupakan pencurian ataukah penadahan

b) Jika penuntut umum ragu atas peraturan pidana yang
manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan

yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Pemeriksaan terhadap bentuk dakwaan ini dilakukan dengan:?°

a. Periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan urutan pertama,
dengan ketentuan:

(1) Apabila dakwaan urutan pertama terbukti, maka
pemeriksaan terhadap dakwaan kedua atau selebihnya tidak
perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan,

(2) Penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang
dianggap terbukti.

b. Jika dakwaan urutan pertama tidak terbukti, maka hakim
selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan
urutan berikutnya, dengan ketentuan :

(1) Membebaskan terdakwa dari dakwaan urutan pertama
yang tidak terbukti, dan
(2) Menjatuhkan hukuman berdasar pada dakwaan urutan

berikutnya yang dianggap terbukti.

Atau mungkin juga hakim dapat menempuh cara pemeriksaan lain,

dengan:

a. Memeriksa terlebih dahulu dakwaan secara keseluruhan,
dan

b. Melihat dan menyesuaikan dari hasil pemeriksaan atas
keseluruhan dakwaan, untuk selanjutnya hakim memilih
dan menentukan dakwaan mana yang lebih tepat dan

terbukti dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

29 Yahya Harahap, M. (2010). Op.Cit. him 400.
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3. Surat Dakwaan Subsidair
Dakwaan subsidair atau subsidiary merupakan surat dakwaan
dengan bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa
dakwaan yang disusun atau dijejerkan secara berurutan, dimulai
dari dakwaan dengan tindak pidana terberat hingga teringan.
Lazimnya dakwaan subsidair ini dilakukan apabila tindak pidana
yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang timbul itu
bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang
hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidananya.
Dakwaan subsidair juga sering disebut dengan dakwaan
“pengganti”, dimana kata “subsidair” (dakwaan urutan kedua)
menggantikaan dakwaan “primair” (dakwaan urutan pertama),
demikian seterusnya dimana urutan paling bawah menggantikan
urutan paling atas. Oleh karenanya, dalam praktik sering dijumpai
pengurutan surat dakwaan yang lebih dari dua atau tiga bentuk
perumusannya, yaitu dakwaan yang terberat berada pada urutan
pertama sebagai dakwaan “primair”, disusul dengan dakwaan yang
semakin ringan berupada dakwaan ‘“subsidair”, dan dibawah
urutan dakwaan subsidair masih memungkingkan adanya dakwaan
yang semakin ringan ancaman hukumannya sebagai dakwaan
“subsidair lagi”, “lebih subsidair lagi, dan “lebih-lebih subsidair
lagi”. Dalam pemeriksaan dakwaan dilakukan dengan
mengurutkan skala prioritas, dari dakwaan yang utama (yang
terberat) sampai pada urutan dakwaan yang teringan.°
4. Surat Dakwaan Kumulasi

Dalam pengertiannya, dakwaan kumulasi atau “multiple”
merupakan surat dakwaan yang disusun berupa serangkaian dari

“beberapa dakwaan” atas kejahatan atau “pelanggaran”, atau ada

% 1bid, him 402-403.
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pula yang mengartikan “gabungan” dari beberapa dakwaan

sekaligus.3!

2.4 Fakta Persidangan

Dalam putusan, hakim memiliki konstruksi yang wajib dilakukan, yakni
harus berdasarkan pada pertimbangan yang diperoleh setelah mencermati
seluruh alat bukti maupun barang bukti yang muncul di persidangan. Pasal 197
Ayat (1) sub d KUHAP mengatur, surat putusan pemidanaan haruslah memuat
pertimbangan hakim (ratio decidendi) yang disusun secara ringkas mengenai
fakta-fakta dan keadaan-keadaan beserta dengan alat pembuktian yang
diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, yang kemudian menjadi dasar
penentu kesalahan terdakwa.

Pada dasarnya, pengertian fakta persidangan memang tidak tercantum
dalam KUHAP, meski demikian dapat dijelaskan bahwa proses dalam
persidangan perkara pidana merupakan kegiatan pengungkapan fakta-fakta
suatu peristiwa dengan menggunakan alat bukti ataupun juga barang bukti.
Kegiatan pengungkapan fakta-fakta tersebutlah yang kemudian disebut dengan
fakta persidangan.3? Fakta-fakta yang muncul dalam persidangan sebagaimana
diperoleh dari proses persidangan, disebut sebagai tahap pembuktian.®® Dalam
fakta persidangan sebagai fakta yang muncul dari adanya alat-alat bukti pun
juga barang bukti yang ditampilkan saat proses persidangan berlangsung,
haruslah jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam proses
persidangan.® Terutama tentang fakta atau keadaan yang “memberatkan” atau
“meringankan” terdakwa, haruslah jelas diungkapkan dalam uraian

pertimbangan putusan, hal ini dijadikan sebagai titik tolak dalam menentukan

31 Ibid, him 404.
32 Denu Pahlawardi, “Kekuatan Yuridis Fakta Persidangan Dalam Pengambilan Putusan

Oleh Hakim (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 1532/Pid.B/2009/Pn.Jkt.Sel Atas
Namaterdakwaantasari Azhar”. JOM Fakultas Hukum Volume | Nomor 2 Oktober 2014. HIm 3.

% 1bid, him 9.
3 Yahya Harahap, M. (2016). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Jilid 2.

Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sinar Grafika. him
361.
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berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa. Selain
penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang harus diuraikan
secara deskriptif, juga harus disusun dengan berdasar pada argumentasi dan
kesimpulan yang jelas, terperinci, dan juga utuh, sehingga dapat jelas terbaca
jalan pemikiran yang logis dan reasoning Yyang mantap, yang mendukung
kesimpulan pertimbangan hakim.

2.5 Pembuktian

Pembuktian pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu hal yang
memegang peranan penting khususnya dalam proses pemeriksaan persidangan,
dimana pembuktian menjadi suatu hal yang menentukan nasib pelaku tindak
pidana. Apabila hasil dari pembuktian dengan alat-alat bukti sebagaimana
ditentukan dalam undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang
didakwakan pada terdakwa, maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman yang
didakwakan. Demikian sebaliknya, jika kesalahan dapat dibuktikan dengan
alat-alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP, maka terdakwa
dinyatakan “bersalah” dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh
karenanya, hakim dituntut untuk berhati-hati, cermat, serta matang dalam

menilai dan mempertimbangkan terkait nilai pembuktian.

2.5.1 Pengertian Pembuktian
Dalam pengertiannya, pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang
berisikan penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan
undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada
terdakwa.®® Disamping itu, pembuktian juga diartikan sebagai ketentuan yang
mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang untuk hakim dalam
pemeriksaan demi membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian sendiri jika

ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:®

3 Yahya Harahap, M. (2016). Op.Cit. him 273.
% |bid, him 274.
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a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha
mencari dan mempertahankan kebenaran. Dalam hal ini baik
hakim, penuntut umum, terdakwa, ataupun penasehat hukumnya
tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dan mereka
terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti
sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Terutama
bagi majelis hakim, dimana mereka dituntut untuk benar-benar
sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan
pembuktian yang ditemukan selama proses pemeriksaan
berlangsung. Jika dalam hal majelis hakim hendak meletakkan
kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan,
maka kebenaran tersebut haruslah diuji dengan alat-alat bukti yang
ditemukan.

b. Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam hal
mencari dan meletakkan kebenaran pada putusan yang akan
dijatuhkan, harus didasarkan pada alat-alat bukti yang
sebagaimana telah diatur dalam undang-undang secara “limitatif”
yaitu pada Pasal 184 KUHAP.

2.5.2 Teori Pembuktian
Teori pembuktian sejatinya berkembang dengan dipengaruhi oleh waktu
dan tempat (negara).3” Sehubungan dengan itu, dalam hukum acara pidana di
Indonesia kini menganut 4 (empat) teori pembuktian, antara lain:®
1. Conviction-in Time
Dalam teori atau sistem pembuktian ini, menentukan salah
tidaknya seorang terdakwa dengan hanya didasarkan pada
penilaian hakim atas keyakinannya.
Dalam sistem ini, hakim diberi keleluasaan dalam menjatuhkan

hukuman pada pelaku tindak pidana, dimana ia diperbolehkan

37 Andi, H. (2016). Op,Cit. HIm 249.
3 Yahya Harahap, M. (2016). Op.Cit. him 277-280.
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mengikuti keyakinannya atas alat-alat bukti yang diperiksanya
dalam sidang pengadilan. Hakim juga diperbolehkan untuk
mengabaikan alat-alat bukti yang ada dan langsung menarik
keyakinan atas keterangan atau pengakuan terdakwa, dan diberi
keleluasaan dalam membebaskan terdakwa yang walaupun atas
kesalahannya telah cukup bukti. Oleh karena itu, dalam teori atau
sistem ini, keyakinan hakim menjadi hal yang dominan atau yang
paling menentukan atas bersalah tidaknya seorang terdakwa.
Seluruh nasib terdakwa benar-benar berada pada keyakinan hakim
semata sebagai penentu wujud kebenaran sejati dalam hal
pembuktian.

Conviction-Raisonee

Dalam teori ini dapat dikatakan bahwa “keyakinan hakim”
memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya
pelaku tindak pidana, namun demikian masih terdapat batasan
terhadapnya. Keyakinan hakim harus didukung dengan ‘“‘alasan-
alasan yang jelas”. Hakim diwajibkan untuk menguraikan dan
menjelaskan mengenai alasan-alasan apa saja yang mendasari
keyakinannya dalam menyatakan bersalah tidaknya terdakwa.
Keyakinan hakim harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan,
dan harus “reasonable” yaitu alasan yang dianggap logis dan
benar-benar dapat diterima, tanpa semata-mata hanya berdasar
pada keyakinan tertutup tanpa alasan yang masuk akal.
Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Dalam teori pembuktian ini disebutkan bahwa “keyakinan hakim
tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa.
Pembuktian dengan berdasar pada undang-undang secara positif
ini sangat bertolak belakang dengan sistem pembuktian dengan
berdasar pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim disini tidak ikut
berperan sama sekali. Pada sistem ini, dalam membuktikan

bersalah tidaknya terdakwa hanya berpedoman pada prinsip


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

27

pembuktian dengan alat-alat bukti seperti yang tercantum dalam
undang-undang. Asalkan sudah terpenuhinya syarat-syarat dan
ketentuan pembuktian menurut undang-undang, maka sudah cukup
menentukan kesalahan terdakwa tanpa menyinggung keyakinan
atau hati nurani hakim. Hakim seolah-olah hanya sebagai “robot
pelaksana” undang-undang yang tak memiliki hati nurani. Hakim
benar-benar dituntut untuk mencari dan menemukan titik bersalah
tidaknya pelaku tindak pidana dengan menyesuaikan pada tata cara
pembuktian yaitu dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh
undang-undang, dan hakim harus mengesampingkan bahkan
membuang jauh-jauh faktor keyakinan, semata-mata ia beridiri
tegak pada nilai  pembuktian  objektif dan  tanpa
mencampuradukkan hasil pembuktian dengan unsur subjektif
keyakinannya.

Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief
Wettelijk Stelsel)

Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah
perpaduan antara teori pembuktian menurut undang-undang secara
positif dengan teori pembuktian menurut keyakinan atau
conviction-in time. Sistem ini menyeimbangkan atas adanya dua
teori atau sistem buktian yang saling bertolak belakang secara
ekstem, yaitu dengan menggabungkannya secara terpadu. Sistem
pembuktian ini memiliki rumusan yang menegaskan bahwa “salah
tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang
didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah
menurut undang-undang”. Dalam menyatakan bersalah tidaknya
terdakwa tidak cukup untuk memperhatikan pada keyakinan hakim
semata atau hanya berdasar pada keterbuktian atas ketentuan dan
cara yang diatur dalam undang-undang. Bertitik tolak dari uraian

tersebut, maka menurut teori pembuktian ini untuk membuktikan
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bersalah atau tidaknya terdakwa dibagi menjadi dua komponen,
yaitu :
a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-
alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan
b. Atas keyakinan hakim, harus didasarkan pada cara dan

dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Demikian, pada teori pembuktian ini memadukan unsur “objektif”
dan “subjektif” dalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa, dan

tidak membedakan tingkat dominan pada salah satu unsurnya.

2.5.3 Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP

Membahas mengenai macam-macam alat bukti sebagaimana telah
tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, telah ditentukan secara
“limitatif” sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.®® Diluar dari
alat-alat bukti tersebut, tidak dibenarkan dalam membuktikan suatu kesalahan

terdakwa. Adapun macam alat bukti tersebut antara lain:

a. Keterangan Saksi

Titik berat dalam keterangan saksi ditujukan pada permasalahan yang
berhubungan dengan pembuktian tanpa mengurangi apa yang telah
diterangkan sebelumnya. Agar dapat dianggap sahnya suatu keterangan

saksi, harus memenuhi ketentuan yang antara lain:

1) Harus mengucapkan sumpah atau janji, yaitu yang dilakukan
menurut cara agaman saksi masing-masing dan lafal sumpah
berisikan bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-
benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP, antara lain atas apa
yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri, alami sendiri, serta dengan

saksi yang menyebutkan alasan atas pengetahuannya itu.

% 1bid, him 285.
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3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, sebagaimana
tercantum dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, keterangan itu harus
“dinyatakan” saat dalam persidangan berlangsung.

4) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup, yang dalam hal ini telah
tercantum dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP.

5) Keterangan beberapa saksi yang tidak berdiri sendiri, dimana
keterangan yang dijelaskan antara saksi satu dengan yang lainnya
harus memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.*°

b. Keterangan Ahli
Pasal 1 Angka 28 menjelaskan, keterangan ahli ialah keterangan yang
diberikan seorang ahli yang dalam hal ini memiliki “keahlian khusus”
tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara
pidana yang sedang diperiksa. Sehubungan dengan itu, maksud atas
keterangan tersebut adalah agar perkara pidana yang diperiksa “menjadi
terang”.*!

c. Alat Bukti Surat
Alat bukti surat sebagaimana tercantum dalam Pasal 187, dapat dinilai sah
sebagai alat bukti jika surat yang dibuat tersebut atas sumpah jabatan, atau
surat yang dikuatkan dengan sumpah. Hal ini dapat berupa berita acara,
surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang-undangan” atau yang
dibuat oleh pejabat yang dalam tata laksana menjadi tanggung jawabnya,
surat “keterangan dari seorang ahli”, hingga surat lain yang hanya dapat
berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.*?

d. Alat Bukti Petunjuk
Pasal 188 Ayat (1) KUHAP menjelaskan, “Petunjuk adalah perbuatan,
kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu
dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan

bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.*® Mnurut

% Ibid, him 285-290.

4 |bid, him 298.

%2 |bid, him 306-307.

%3 Andi, H. (2016), Op.Cit. him 277.
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Yahya Harahap, petunjuk adalah “isyarat” yang dapat ditarik dari adanya
suatu perbuatan, kejadian ataupun keadaan yang dimana atas isyarat
tersebut memiliki “persesuaian” antara satu sama lain maupun isyarat itu
memiliki persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat
yang bersesuaian itu “melahirkan” atau “mewujudkan” suatu petunjuk
yang “membentuk kenyataan” atas terjadinya suatu tindak pidana dan
terdakwalah pelakunya.*

Keterangan Terdakwa

Dari segi yuridis sebagaimana tercantum dalam KUHAP, keterangan
terdakwa memiliki pengertian yang sedikit lebih luas dibandingkan
dengan pengertian “pengakuan terdakwa” dalam HIR.* Pengakuan
terdakwa yang dianggap sebagai alat bukti harus memenuhi syarat-syarat;
pertama, mengaku ia yang melakukkan delik yang didakwakan, dan yang
kedua adalah mengaku ia bersalah. Menurut D. Simons hal tersebut tidak
efektif, seharusnya hak kebebasan terdakwa dalam hal pengakuan ataupun
penyangkalan haruslah dihormati. Berbeda halnya dengan keterangan
tedakwa, keterangan dapat berisikan penyangkalan atas suatu dakwaan,
tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus

kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain yang terbukti.*®

Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim  merupakan bagian surat putusan pemidanaan

sebagaimana tercantum dalam Pasal 197 KUHAP. Pertimbangan hakim

haruslah disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta dengan

alat bukti yang ada. Pertimbangan hakim setidaknya harus memenuhi

pertimbangan dari segi yuridis maupun non yuridis.

2.6.1 Pertimbangan Yuridis

4 Yahya Harahap. (2016), Op.Cit. him 313.
4 Ibid, him 318.
4 Andi, H. (2016), Op.Cit. him 278-279.
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Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam proses pemeriksaan
di sidang pengadilan dan atas Undang-Undang yang telah ditetapkan, dimana
sebagai hal yang harus dimuat dalam suatu putusan. Dalam hal yang harus
dimuat antara lain dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan
saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal yang diatur dalam hukum pidana
sendiri, dan lain sebagainya. Meski belum ada suatu ketentuan konkrit yang
menyebutkan diantara yang termuat dalam suatu putusan merupakan
pertimbangan yang bersifat yuridis, namun karena dalam setiap praktik selalu
terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis dalam persidangan dan dengan
ditetapkannya oleh Undang-Undang, maka dapatlah digolongkan sebagai

pertimbangan yang bersifat yuridis.*’

2.6.2 Pertimbangan Non-Yuridis
Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis berlatar belakang atas
dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri dari
terdakwa, keadaan sosial ekonomi, lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor
agama. Berikut akan diuraikan:
1. Latar belakang perbuatan terdakwa
Dalam hal ini memiliki pengertian, setiap keadaan yang menyebabkan
timbulnya suatu keinginan dan dorongan pada diri terdakwa dalam
melakukan tindakan yang melawan hukum.
2. Akibat perbuatan terdakwa
Dalam terjadinya tindak pidana yang menimbulkan korban ataupun
pihak yang dirugikan, dikatakan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa.
Pada dasarnya, sebagai akibat dari perbuatan terdakwa bukan merupakan
satu-satunya alasan untuk menjatuhkan sanksi pidana pada pelakunya,
namun demikian perlu diperhatikan dasar-dasar yang menyebabkan

terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, antara lain:

47 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung, PT. Aditya Citra Bakti,
2007, him. 212 — 215.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3.

a)

b)

32

Kondisi dari terdakwa

Kondisi terdakwa yang dimaksud adalah keadaan fisik ataupun
psikis terdakwa sebelum melakukan suatu kejahatan, yang
termasuk juga status sosial yang melekat pada diri terdakwa.
Keadaan fisik adalah segala yang berkaitan dengan perasaan, misal
saja keadaan marah, rasa dendam, mendapat ancaman atau tekanan
dari orang lain, hingga pikiran yang kacau atau tidak dalam
keadaan yang biasanya (normal). Status sosial sendiri adalah
predikat yang dimilikinya dalam masyarakat, yaitu baik sebagai
pejabat, gelandangan, tokoh masyarakat, atau lain sebagainya.
Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Sejatinya dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satupun aturan
yang menjelaskan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus
dipertimbangkan dalam menjatuhkan suatu putusan. Namun
berbeda dengan konsep KUHP baru, dimana dijelaskan mengenai
pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh seorang
hakim. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dengan
memperhatikan perbuatan, motif, tujuan dilakukannya tindak
pidana, cara melakukannya tindak pidana, sikap batin pelaku,
riwayat hidup beserta dengan keadaan sosial ekonomi pelaku,
sikap dan perbuatan pelaku setelah dilakukannya tindak pidana,
pengaruh penjatuhan pidana terhadap masa depan pelaku, hingga
pandangan yang diberikan masyarakat atas tindak pidana yang
dilakukan. Jika melihat pada konsep baru KUHP tersebut, jelas
tertera bahwa keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana harus
dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan, dan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan

terungkap dalam persidangan.

Faktor Agama yang dianut terdakwa

Pada setiap putusan senantiasa diawali dengan kepala putusan seperti

yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) ke-1 KUHAP, yaitu dengan kalimat
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“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada kalimat
tersebut selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga menjadi sebuah
ikrar dari hakim atas apa yang diungkapkannya dalam putusan semata-
mata memang untuk keadilan yang berdasar atas Ketuhanan. Dalam hal
faktor agama digolongkan dalam pertimbangan hakim yang bersifat non
yuridis karena tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun
ketentuan formal lainnya yang menyebutkan jelas bahwa faktor agama

harus menjadi pertimbangan dalam putusan.*®

“8 |bid, him 216-221.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan

skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim terhadap Prostitusi dalam Usaha

Jasa SPA

atas Putusan Nomor 140/Pid.Sus/PN.Kwg, atas keseluruhan

penulisan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

4.1 Saran

Pasal 296 KUHP kurang sesuai dengan perbuatan para terdakwa.
Pasal 296 KUHP hanya mencakup perbuatan para terdakwa yang
menyediakan rumah atau kamar guna lepas nafsu birahi laki-laki
dan perempuan sebagai bentuk “memudahkan atau menyebabkan
cabul orang lain”, dan menjadikan perbuatan para terdakwa yang
terus mengadakan praktek seksual dengan disertai keuntungan
sebagai bentuk “menjadikannya sebagai pencarian atau
kebiasaan”, tanpa melihat proses yang dilakukan para terdakwa
saat menjalankan praktek SPA miliknya.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor:
140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg yang menyatakan bahwa perbuatan
para terdakwa terbukti secara sah “dengan sengaja memudahkan
cabul orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau
kebiasaan” tidak sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dalam
persidangan. Disamping itu, Putusan Nomor:
140/Pid.Sus/2018/PN.Kwg mengesampingkan Asas lex specialis

derogat legi generali.

Adapun saran yang dapat penulis beri, antara lain:

81
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Penuntut umum seyogianya cermat dalam mendakwa terdakwa
pada setiap perkara yang dihadapinya sebagaimana tercantum
dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, terlebih dalam menerapkan
peraturan tertulis yang disesuaikan pada fakta hukum yang ada.
Penuntut umum seharusnya cermat dalam menafsirkan setiap
detail fakta hukum yang ada, dan dengan tidak hanya menerapkan
suatu peraturan atas yurisprudensi yang memiliki kemiripan dalam
peristiwanya.

Dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili, hakim
harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal
yuridis yang ada, menggali, mengikuti, dan memahami setiap nilai-
nilai hukum yang ada demi memberikan keadilan, kepastian, dan
kemaslahatan, baik dari hukum formil ataupun materiil, baik yang
tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana tercantum dalam Pasal
5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Asas legalistic harus diartikan hakim
bukan sekedar sebagai corong undang-undang saja, yang dianggap
hanya sekedar melekatkan pasal dari peraturan tertulis terhadap
suatu perkara yang sedang dihadapinya, akan tetapi hakim harus
dapat menerjemahkan atau menafsirkan pasal per pasal pada
perundang-undangan dengan sedemikian rupa, sehingga pasal-
pasal tersebut dapat menjadi sumber dari pembentukan hukum

baru demi wujudkan keadilan bagi masyarakat.
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